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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 35 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk efektifitas dan obyektifitas tahapan
penilaian dan pemberian penghargaan Wahana Tata
Nugraha kepada Pemerintah Daerah, perlu
menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian
Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pemberian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen  Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5221);Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5468);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Nomor PM
189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan
yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota yang dinilai
berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi
perkotaan  sehingga  tercipta sistem  transportasi
perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman, dan
berkelanjutan.

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan
Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain,
mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap
dan teratur serta dipungut bayaran.

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani
dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum
dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu
atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal
dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu
tetap.

Fasilitas Parkir adalah tempat untuk kendaraan berhenti
atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan
ditinggalkan pengemudinya.

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah
unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala
kendaraan bermotor.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang
dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang
dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Fasilitas Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan
secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat
digunakan bersamasama dengan pesepeda.

Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor
umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tim Survei adalah tim yang melakukan penelitian atau
pemeriksaan untuk mengumpulkan data secara
kuantitatif atau kualitatif.

Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian
terhadap hasil survei.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.

Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi

Darat.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan
arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian

Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
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(2) Pemberian Penghargaan Wahana Tata  Nugraha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan penyelenggaraan transportasi di
kawasan perkotaan yang handal dan berkelanjutan;
b. menjamin kesamaan hak pengguna jalan; dan
c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam
disiplin berlalu lintas sehingga dapat menurunkan

tingkat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
meliputi:
a. objek penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
b. tahapan penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
dan

c. jenis Penghargaan Wahana Tata Nugraha.

BAB II
OBJEK PENILAIAN
PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

Pasal 4
Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan
hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem
transportasi perkotaan dengan objek penilaian meliputi:
a. bidang lalu lintas, terdiri atas:
1. ruas jalan;
2. perlengkapan jalan;
3. fasilitas Pejalan Kaki; dan
4. penataan Fasilitas Parkir;
b. bidang angkutan, terdiri atas:
1. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
2. pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

c. bidang sarana transportasi darat, terdiri atas:

www.peraturan.go.id



